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PERSETUJUAN PEMBAHASAN 6 RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
 
ABSTRAK : - Keputusan ini mengatur tentang persetujuan pembahasan enam 

Raperda inisiatif DPRD Provinsi Lampung, meliputi daftar 
Raperda yang akan dibahas, mekanisme pembahasan, dan 
tanggung jawab Panitia Khusus dalam proses legislasi daerah.. 
 

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;  
 
 
 



- Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan persetujuan 
terhadap pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) yang diusulkan sebagai inisiatif DPRD Provinsi 
Lampung. Tujuannya adalah mendorong proses legislasi daerah 
yang partisipatif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan 
masyarakat. 

 
CATATAN :  - Keputusan ini mencerminkan komitmen DPRD Provinsi Lampung 

dalam mendukung terwujudnya peraturan daerah yang aspiratif 

dan implementatif, serta sejalan dengan visi pembangunan 

daerah. Enam Raperda yang disetujui diharapkan menjadi 

landasan kebijakan strategis dalam menjawab tantangan 

pembangunan di Provinsi Lampung.  

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli  2024. 
  


